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ABSTRAK 

 

EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK                        

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG 

 

Oleh 

Aris Widodo 

 

 

 

Terdapat persoalan logistik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota 

Palembang. Persoalan tersebut adalah kekurangan surat suara pemilu, surat suara 

pemilu yang tertukar antar dapil dan surat suara salah cetak di beberapa tempat 

pemungutan suara yang mengakibatkan sejumlah pemilih tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya sehingga dilaksanakan pemungutan suara lanjutan. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 

2019 oleh KPU Kota Palembang dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, 

aspek penggerakan dan aspek pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Data bersumber dari hasil wawancara terhadap 

informan dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan 

(controlling) (POAC) dari George R. Terry. 

Hasil penelitian menunjukkanbahwa: 1) Perencanaan logistik Pemilu Tahun 

2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang sudah berjalan dengan 

baik.Meskipun demikianperencanaan tersebut tidak optimal dikarenakan KPU 

Kota Palembang tidak menyiapkan gudang logistik pemilu yang representatif yang 

dapat menampung keseluruhan logistik pemilu serta lokasi gudang tidak berada 

dalam satu kawasan. Hal itu menyulitkan pengelolaan logistik pemilu dan 

pengawasannya. 2) Pengorganisasian sudah berjalan dengan baik. Seluruh pegawai 

melaksanakan tugasnya sesuai jobdesk namun tidak optimal karena jumlah 

pegawai sekretariat KPU Kota Palembang terbatas. 3) Penggerakan sudah berjalan 

baik sesuai dari perencanaan namun tidak optimal karena masih terdapat 

kekurangan surat suara pemilu, surat suara tertukar antar dapil dan surat suara salah 

cetak. 4) Pengawasan sudah berjalan dengan baik mulai dari pengawasan internal 

dari KPU Kota Palembang maupun pengawasan eksternal dari Bawaslu Kota 

Palembang namun tidak optimal karena keterbatasan jumlah pengawas, terutama 

pengawasan di bagian penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan logistik 

Pemilu Tahun 2019. 

 

Kata Kunci: evaluasi, manajemen, logistik pemilu,Kota Palembang 



 

 

 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF LOGISTICS MANAGEMENT IN THE 2019 GENERAL 

ELECTION IN PALEMBANG CITY 

 

 

By 

 

Aris Widodo 

 

 

 

There are logistical problems in holding the 2019 election in Palembang City. 

These problems were a shortage of election ballot papers, election ballot papers 

being mixed up between electoral districts and misprinted ballot papers at several 

polling stations which resulted in a number of voters not being able to exercise their 

right to vote so further voting was carried out. The aim of this research is to evaluate 

the logistics management of the 2019 Election by the Palembang City KPU from 

the planning aspect, organizing aspect, mobilization aspect and supervision aspect. 

The research method used is descriptive qualitative. Data comes from interviews 

with informants and documentation. The theory used is planning, organizing, 

actuating and controlling (POAC) from George R. Terry. The research results show 

that: 1) The logistics planning from the 2019 Election carried out by the Palembang 

City KPU has gone well. However, this planning was not optimal because the 

Palembang City KPU did not prepare a representative election logistics warehouse 

that could accommodate all election logistics and the warehouse lacatiob was not in 

one area. This makes it difficult to manage election logistics and supervision. 2) 

The organization has gone well. All employees carry out their duties according to 

the job desk, but this is not optimal because the number of employees at the 

Palembang City KPU secretariar is limited. 3) The movement has gone well 

according to the plan but is not optimal because there is still a shortage of election 

ballot papers, ballot papers have been swapped between electoral districts and 

ballot papers have been misprinted. 4) Supervision has been running well, starting 

from internal supervision from the Palembang City KPU and external supervision 

from the Palembang City Bawaslu, but it is not optimal due to the limited number of 

supervisors, especially supervision in the sorting, folding, setting and packing of 

logistics for the 2019 Election. 

 

Keywords: evaluation, management, election logistics, Palembang City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa 

kekuasaan pemerintahan harus dibatasi (Jurdi, 2018). Pemilihan Umum 

selanjutnya ditulis pemilu,bukan satu-satunya instrumen demokrasi, namun 

pemilu merupakan instrumen yang sangat penting (Santoso, 2019).Pemilu yang 

demokratis mencakup yaitu pertama, pemilu dilakukan secara demokratik untuk 

memberi ruang kompetisi yang jujur,fair dan adil,kedua yaitu produk pemilu harus 

lebih baik, lebih berkualitas,mandiridan memiliki akuntabilitas yang tinggi, 

selanjutnya yang ketiga yaitu derajat keterwakilan dengan adanya perimbangan 

yang adil antara pusat dan daerah, keempat yaitu peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilu harus tuntas dan kelima yaitu pelaksanaanpemilu bersifat 

praktis,tidak rumit dan mudah dipahami serta dimengerti oleh rakyat(Gaffar, 

2000). 

Menurut Ramlan Surbakti(IlhamTeguh, 2017)terdapat tiga tujuan 

dilaksanakannya pemilu yaitu pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para 

pemimpin pemerintahan dalam demokrasi, penyeleksian dan pendelegasian 

kepada orang atau partai yang dipercaya kemudian yang kedua, sebagai 

mekanisme pemindahan konflik kepentingan masyarakat kepada badan-badan 

perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai 

yang memenangkan kursi sehingga terjaminnya integrasi di masyarakat, terakhir 

yang ketiga yaitu pemilu sebagai sarana memobilisasi dukungan rakyat terhadap 

negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik. 

Kualitas pemilu menjadi salah satu indikator kesuksesan demokrasi,  kualitas 

dan integritas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu yang 

berkualitas dapat dinilai dari proses tata kelola pemilu, menurut Norris 

(2013)pemilu yang berintegritas merujuk pada terpenuhinya penyelenggaraan 

pemilu sesuai standar dan norma pemilu yang berlaku secara 



2 
 

universal. Norma universal yaitu antara lain sebagai berikut: 1. pemilu 

periodik, 2. Hak pilih universal, 3.Prinsip satu orang satu suara,4.Hak untuk 

mencalonkan dan kompetisi dalam pemilu,5.Hak pemilih sah untuk dapat 

menggunakan suaranya, 6.Hak penyuaraan yang yang bersipat rahasia,7.pemilu 

yang sesungguhnya,8.pemilu yang merupakan ekspresi kehendak rakyat. 

Menurut Ahmad S. Mustafa (Rahmatunnisa, 2017) dampak negatif yang 

diakibatkan oleh pemilu yang tidak berintegritas dapat menghilangkan kompetisi 

antar peserta pemilu, menguatnya apatisme pemilih dan ketidakpercayaan 

terhadap penyelenggara pemilu. Pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut pada 

akhirnya akan membatalkan pemilu yang tidak tercapainya akuntabilitas dan 

legitimasi pemimpin yang terpilih hasil dari pemilu (Rahmatunnisa, 2017). 

Ramlan Surbakti (2016) berpandangan bahwa pemilu serentak 

diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus 

secara bersamaan. Ketentuan ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memberikan harapan baru, bahwa pemilu serentak 

atau lazim juga disebut pemilu konkruen (concurrent elections) adalah pemilu 

yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus 

pada satu waktu secara bersamaan yang menjawab kebutuhan peningkatan 

efektivitas presidensial(Efriza, 2019). 

Pemilu berkualitas setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait 

langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Seluruh tahapan yang 

dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terkecuali terselesaikannya seluruh 

keperluan logistik pemilu(Hidayaturrahman dan Ubaid, 2021). 

Permasalahan logistik pemilu yang banyak terjadi dalam setiap pelaksanaan 

pemilu diantaranya terdapat kekurangan atau kelebihan surat 

suara/sampul/segel/formulir dan sejenisnya. Kemudianpengiriman surat suara 

tertukar antar daerah pemilihan serta berbagai logistik pendukung lainnya yang 

rusak (Aja, 2021). Terdapat ketidaksesuaian jumlah logistik pemilu yang 

dimanifest dengan fisiknya, ketidakteletian dan kecermatan pada saat melakukan 

penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara. Selanjutnya ketidakteletian 
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dan ketepatan pada saat memasukkan logistik pemilu ke dalam kotak suara dan 

terdapat kerusakan logistik disebabkan gudang tempat penyimpanan tidak 

memenuhi standar kelayakan (Aja, 2021). 

Menurut lehoucg (Khalyubi, Amrurobi dan Pahlevi, 2020)kekurangan logistik 

pemilu dapat berimplikasi pada proses pemungutan suara sehingga berpotensi 

memunculkan asumsi ditengah masyarakat terkait electoral fraud atau disebut 

juga dengan kecurangan pemilu sebagai upaya klandestin untuk membentuk hasil 

pemilu.Beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian pada pemilu 

serentak tahun 2019 salah satu diantaranya penanganan logistik pemilu. Secara 

nasional tercatat ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik dan 

terdapat surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan ataupun antar TPS, 

berdasarkan data Bawaslu kasus ini terjadi di 3.411 TPS (Boediningsih dan 

Cahyono, 2022). 

Terdapat permasalahan logistik pemilu tahun 2019 yang terjadi di Kota 

Palembang dimana terdapat kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden di beberapa TPS yaitu di kecamatan Ilir Timur II. Berdasarkan temuan 

Panitia Pengawas Kecamatan Ilir Timur II di 70 TPS dari 193 TPS di kecamatan 

Ilir Timur yang tersebar di beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan 1 Ilir Timur,  

Kelurahan 2 Ilir Timur II, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan Lawang Kidul dan 

Kelurahan Sungai Buah. (https://regional.kompas.com) 

Berdasarkan data dari KPU Kota Palembang tahun 2019 jumlah tempat 

pemungutan suara untuk masing-masing kecamatan di Kota Palembang pada 

pemilihan umum tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 1 (satu) Rincian jumlah 

Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

https://regional.kompas.com/
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Tabel 1 : Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019               

di Kota Palembang 

 

Nomor Kecamatan Jumlah 

Tempat Pemungutan Suara 

1  Ilir Barat II  193 

2  Gandus  195 

3  Seberang Ulu I  293 

4  Kertapati  279 

5  Jakabaring  258 

6  Seberang Ulu II  252 

7  Plaju  248 

8  Ilir Barat I  457 

9  Bukit Kecil  126 

10  Ilir Timur I  205 

11  Kemuning  259 

12  Ilir Timur II  237 

13  kalidoni  361 

14  Ilir Timur Tiga  225 

15  Sako  298 

16  Sematang Borang  144 

17  Sukarami  486 

18  Alang-alang Lebar  289 

          Total  4.805 

Sumber : KPU Kota Palembang Tahun 2019 

 

Dari tabel 1 (satu) Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan 

Umum 2019 di Kota Palembang, hal ini menunjukkan sekitar kurang lebih 36% 

(tiga puluh enam persen) dari kekurangan surat suara tersebut di 193 TPS di 

Kecamatan Ilir Timur II. Selanjutnya temuan dari Panwaslu Ilir Timur II terdapat 

kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 7.210 

surat suara dari 47.142total DPT pemilu tahun 2019 di kecamatan Ilir Timur II 

Kota Palembang.Adapun rincian kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2019 di kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang dapat 

dilihat dalam tabel 2 (dua)  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2: Rincian jumlah kekuranga snrat suara Pemilihan Presiden dab Wakil Presiden 

Tahun 2019 di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

 

Nomor Kelurahan Jumlah 

Kekurangan surat suara 

1  1 ilir Timur 1 59 

2  2 Ilir Timur 2 2.847 

3  5 ilir 99 

4  Lawang Kidul 937 

5  Sungai Buah 3.268 

 Jumlah keselurahan 7.210 

Sumber:Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor :1071/Pid.B/2019/PN PLG(P. N. 

Palembang, 2019) 
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Berdasarkan data dari KPU Kota Palembang tahun 2019 tentang Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembanguntuk 

masing-masing kecamatan di Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019 

dapat dilihat dalam tabel 3 (tiga) tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang. 

 

Tabel 3: Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019             di 

Kota Palembang  

 

Nomor Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah 

1 Ilir Barat II 23.44 23.693 47.142 

2 Ilir barat I  48.511 49.741  98.252  

3 Bukit Kecil  16.525  17.891  34.416  

4 Gandus  23.291  22.499  45.790  

5 Sukarami  54.659  56.855  111.514  

6 Kemuning  28.640  29.738  58.378  

7 Alang-alang  29.496  30.607  60.193  

8 Ilir Timur I  25.739  27.878  53.617  

9 Ilir timu II  31.246  32.559  63.805 

10 Ilir Timur III  27.322  27.946  55.268  

11 Sako  32.377  33.188  65.565  

12 Kalidoni  39.810  40.366  80.176  

13 Sematang Borang  17.800  17.492  35.292  

14 Seberang Ulu II  33.274  32.986  66.260  

15 Plaju  33.329  33.767 67.096  

16 Seberang Ulu I  31.160  30.568  61.728  

17 Kertapati  31.455  31.249  62.704 

18 Jakabaring  29.178  29.713  58.891  

 Jumlah Keseluruhan 557.261  568.826  1.126.087  

Sumber : KPU Kota Palembang Tahun 2019 

 

Dari tabel 3 (tiga) tentang Daftar Pemilih TetapPemilu Tahun 2019 di Kota 

Palembang tersebut menunjukkan bahwa kekurangan surat suara untuk pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden terbilang cukup besar, sekitar kurang lebih 15% 

(lima belas persen) dari 47.142 DPT di kecamatan Ilir Barar II Kota Palembang 

pada pemilu tahun 2019.Terkait permasalahan kekurangan surat suara pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Tahun 2019 tersebut, maka ketua dan 

anggota KPU Kota Palembang diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan (DKPP) 

Nomor:147-PKE-DKPP/VI/2019 (https://dkpp.go.id). 

 

https://dkpp.go.id/
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Penanganan logistik pemilu maupun pemilihan kepala daerah serta 

pemilihan kepala daerah serentak dimasa covid-19 sudah banyak dikaji dan 

dibahas, pertama pada masa penyelenggaraan pemilu diantaranya oleh (Mariska 

et al., 2021)keterlambatan distribusi logistik pemilu tahun 2019 di Kota Medan 

disebabkan pada hari pendistribusian masih terjadi sortir lipat suara dan 

pengepakan dimana tidak sesuai jadwal pendistribusian yang ditetapkan oleh 

KPU Kota Medan. Selanjutnya  oleh  (Gaol, 2022)menyatakan terdapat 

kurangnya komunikasi antara pihak KPU Kota Balikpapan dengan KPU RI 

beserta dengan penyedia logistik yang menyebabkan ada sebagian kelengkapan 

logistik yang pengadaannya terlambat. Berikutnya adanya campur tangan 

komisioner dalam hal pengadaan serta kurangnya kirim surat suara dari pihak 

penyedia menyebabkan terlambatnya logistik(Gaol, 2022). 

Penelitian logistik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang 

dilakukan oleh (Sari, Hertanto dan Warganegara, 2018)hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa KPU Kota Pagar Alam menerapkan manajemen strategi 

pendistribusian logistik dengan terlebih dahulu mengindentifikasi kelemahan 

(weaknesses) dan kekuatan (strenghths) dalam pengelolahan dan distribusi logistik. 

Adapun kelemahan (weaknesses) terdapat kelalaian manusia yang melakukan tiga 

pekerjaan sekaligus selanjutnya kekuatan (strenghths) dimana KPU Kota Pagar 

Alam memiliki SDM yang berpengalaman pada penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilihan Kepala daerah. Selanjutnya ancaman (threats) terdapat faktor 

hujan yang tergolong tinggi dan geografis daerah pegunungan kemudian 

keungtungan (opportunities) dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar(Sari, 

Hertanto dan Warganegara, 2018). 

Penelitian pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dimasa 

covid-19 yang dilakukan oleh(Aja, 2021)hasil penelitian ini menunjukkanbahwa 

pengelolaan logistik pemilu dan pengadaan alat pelindung diri (APD) 

memberikan resiko yang cukup besar dalam penyebaran wabah covid-19. 

Kesuksesan pengelolaan logistik pemilu di masa covisd-19 tidak terlepas dari 

peran KPU Manggarai dalam mengatur logistik pemilihan dan APD mulai dari 

perencanaan dan kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian hingga 
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inventarisasi dan pemiliharaan logistik yang semuanya dilakukan dengan 

memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. 

Penelitian dari(Khalyubi, Amrurobbi, dan Pahlevi, 2020)hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa diperlukan penentuan daerah prioritas dengan 

menyandingkan data persebaran pandemi covid-19 dalam pendistribusian 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi covid-19. 

Sama halnya dengan penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan membahas 

logistik pemilu tahun 2019 serupa yang dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu 

tetapi penelitian ini berbeda dari(Khalyubi, Amrurobbi, dan Pahlevi, 2020),(Aja, 

2021)dan (Sari, Hertanto dan Waganegara, 2018)yang membahas penanganan 

logistik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelum dan pada masa 

covid-19. Kemudian penelitian dari (Mariska et al., 2021)dan( Gaol, 2022)yang 

mana dari kedua penelitian tersebut keterlambatan dan kekurangan surat suara 

disebabkan keterlambatan dari pihak penyedia sehingga menggangu jadwal 

pendistribusian namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian 

terdahulu karena penelitian ini lebih spesifik pada evaluasi manajemen logistik 

pada pemilu tahun 2019di Kota Palembang dengan menggunakan teori dari 

George R. Terry yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Peneliti 

menggunakan teori POAC karena fungsi-fungsi didalamnya mampu melihat 

fenomena yang terjadi pada manajemenlogistik Pemilu Tahun 2019 yang 

dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang secara lebih luas dan mendalam 

sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yaitu terdapat 

persoalan logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang seperti kekurangan surat 

suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar dapil, surat suara pemilu salah 

cetak maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hasil 

evaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Palembang dari 

aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan dan aspek 

pengawasannya?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manajemen logistik Pemilu 

Tahun 2019 oleh KPU Kota Palembang dari aspek perencanaan, aspek 

pengorganisasian, aspek penggerakan dan aspek pengawasannya. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara 

praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

penyusunan kebijakan manajemen logistik pemilu. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada 

KPU, Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu terkait manajemen logistik 

pemilu maupun pilkada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1Manajemen Logistik Pemilu 

Menurut Martono (Prayitno dan Fairus, 2022) manajemen logistik merupakan 

metode untuk mengatur aliran masuk bahan mentah secara tepat, pengolahan dan 

pengiriman barang jadi sesuai dengan permintaan konsumen. Manajemen logistik 

terintegrasi mulai dari persiapan baham mentah, proses pengolahan bahan mentah 

menjadi barang dan proses pengiriman sampai barang jadi diterima konsumen. 

Selanjutnya Prihantono (Prayitno dan Fairus, 2022) menjelaskan terdapat tujuh 

fungsi penting manajemen logistik secara umum yaitu sebagai berikut: 

1) Fungsi perencanaan dan persyaratan 

Manajemen logistik berfungsi sebagai perancang dan penentu kebutuhan 

setiap program organisasi yang meliputi kegiatan analisis produk yang 

akan digunakan, ketersediaan dan skala prioritas. Kegiatan perencanaan ini 

harus memperhatikan dan anggaran yang dimiliki oleh organisasi. 

2) Fungsi penganggaran 

Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perolehan barang 

sesuai dengan anggaran yang ada. Jika biaya penganggaran logistik tidak 

sesuai dengan anggaran maka diperlukan perubahan perencanaan.  

3) Fungsi pengadaan 

Pada dasarnya pengelolaan logistik lebih fokus pada perolehan barang dan 

bersifat wajib. Ketika terjadi budget mismatchdan sulit untuk mengubah 

rencana, mala pengelola logistik harus berimprovisasi untuk mengelola 

kegiatan logistik dengan anggaran terbatas. 

4) Fungsi penyimpanan dan distribusi 
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Proses di mana barang-barang yang telah diperoleh disimpan di tempat 

yang tepat. Selain itu, barang-barang yang telah didistribusikan ke pihak 

lain yang berkepentingan sesuai dengan operasi standar. 

5) Fungsi pemeliharaan 

Proses pengelolaan logistik juga mencakup pemeliharaan barang. Secara 

umum tujuan pemeliharaan barang logistik adalah agar barang yang 

disimpan tidak cepat rusak. 

6) Fungsi penghapusan 

Dalam kegiatan pengelolaan logistik juga terdapat kegiatan penghapusan. 

Fungsi penghapusan adalah untuk memisahkan barang yang rusak, 

memperbaiki barang yang rusak serta mengganti barang yang rusak 

dengan yang benar. 

7) Fungsi pengendalian 

Fungsi pengendalian dilakukan oleh seorang manajer logistik secara 

bertahap sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut di atas. Tujuan dari 

pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi 

manajemen logistik dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Manajemen logistik pemilu terdiri dari enam kegiatan yaitu: perencanaan 

logistik pemilu, spesifikasi teknis setiap jenis logistik pemilu, proses pengadaan 

(procerutment), proses produksi alat kelengkapan pemilu (election material 

production), jaminan kualitas (quality control), penyimpanan (storages) dan 

proses distribusi alat kelengkapan pemilu (election material distribution) (Barkati, 

2014).Membahas mengenai manajemen logistik pemilu untuk menilik sejauh 

mana keoptimalanmanajemen logistik pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Palembang yaitu dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen dari 

George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 2016) memiliki fungsi sebagai berikut: 

Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating) 

dan Pengawasan (controlling) 
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2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “Management” 

yang berakar kata “Manage” yang berarti “control” dan “succeed” Sukses, inti 

dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang 

diinginkan(Toriquddin & Rauf, 2013). Menurut George R. Terry berpendapat 

bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian 

untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya(Syahputra & Aslami, 2023).Selanjutnya 

Torang (Syahputra & Aslami, 2023) berpendapat bahwa manajemen sangat 

penting bagi setiap aktivitas individu maupun kelompok dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen beroreintasi pada proses (process 

oriented) yang berarti bahwa manajemen memerlukan sumber daya manusia, 

pengetahuan dan keterampilan agar aktivitas tersebut menjadi lebih efektif atau 

dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan sehingga tidak ada 

organisasi yang akan sukses tanpa menggunakan manajemen yang baik. 

Beberapa pakar lainnya mengemukakan pendapat mengenai manajemen itu 

sendiri, menurut Suhariadi (2013) manajemen merupakan proses pemanfaatan 

dan pendayagunaan sumber daya, baik sumber daya material, finansial, metode 

maupun sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan 

sehingga diperlukan proses pengintegrasian, koordinasi dan pembagian tugas 

diantara sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

Adapun fungsi dasar manajemen yaitu Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan) 

keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC Berikut ini akan 

dijelaskan fungsi manajemen menurut George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 

2016) yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 



12 
 

Menurut Sondang P. Siagian (Zanah dan Sulaksana, 2016) 

perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas 

seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam 

sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan 

bagaimana cara mencapainya. Perencanaan juga proses penentuan tujuan 

dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dengan 

alternatif-alternatif yang ada (Tangkudung et al., 2016).Perencanaan 

(planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan 

langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencankan 

berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan 

matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk 

pelaksanaan kegiatan yang bermaksud mencapai tujuan. 

Perencanaan juga merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu 

fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Siagian (Zanah dan Sulaksana, 2016) 

menjelaskan juga perencanaan (planning) merupakan keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan. Fungsi dari perencanaan tersebut adalah 

menjelaskan berbagai masalah, menentukan prioritas masalah, 

menentukan tujuan dan indikator keberhasilan, mengkaji hambatan dan 

kendala dan menyusun rencana kerja operasional.  

Adapun manfaat perencanaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu 

mendatang. 

b) Dimungkinkan melakukan pilihan dari berbagai alternatif 

tindakan. 

c) Mengarahkan perhatian pada tujuan. 

d) Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. 

e) Memudahkan melakukan koordinasi antara berbagai organisasi. 
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f) Meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, sehingga menghemat 

waktu, usaha dan dana. 

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan 

dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk 

masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan 

dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap 

kegiatan-kegiatan ini. Penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi 

keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan 

terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap 

kegiatan yang diharapkan.  

Adapun tentang asas-asas organizing (Herujito, 2001) yaitu sebagai 

berikut: 

1) The objective atau tujuan 

2) Departementation atau pembagian kerja 

3) Assign the personal atau penempatan tenaga kerja 

4) Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab 

5) Delegation of authority atau pelimpahan wewenang. 

 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan 

lingkungan yang akan melingkupinya. Menurut Siagian, 

pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang 

sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan 

besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian 
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mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan 

orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah 

dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara 

menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus 

mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan. 

Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut dan pada 

tingkatan mana keputusan harus diambil.  

Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu 

departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah 

pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar 

kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 

Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan 

ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah 

perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi 

bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua 

aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur 

formal, mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas satu 

pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efesien. 

Terdapat beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian 

yaitu: 

1. Bagan organisasi formal 

2. Pembagian kerja 

3. Departementalisasi 

4. Rantai perintah atau kesatuan perintah 

5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen 

6. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat 

dihindarkan. 
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c. Penggerakan (Actuating) 

Menurut George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 2016) 

pelaksanaan/penggerakan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota suka berusaha untuik mencapai sasaran-sasaran agar 

sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan 

dilakukan setelah fungsi perencanaan supaya pelaksanaan berjalan sesuai 

dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara 

seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya (Zanah dan 

Sulaksana, 2016). 

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota 

kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk 

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan 

usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi tersebut 

terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak 

atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat 

atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada 

sasarannya (Herujito, 2001). 

Mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah 

merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi 

atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of 

management, hal ini tentu merupakan mis management(Herujito, 2001). 

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planing dan 

organizing yang baik melainkan juga tergantung pada pergerakan dan 

pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan 

landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada 

sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan 

efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, 

standar, metode kerja, prosedur dan program (Herujito, 2001). 

Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan    (Herujito, 

2001) yaitu sebagai berikut: 

1) Leadership (kepimpinan) 
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2) Atitude and morale (tata hubungan) 

3) Inventive (perangsang) 

4) Supervision (supervisi) 

5) Discipline (disiplin) 

 

d. Pengawasan (controlling) 

Menurut Stephen Robien (Zanah dan Sulaksana, 2016) pengawasan 

sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin 

jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai scara sempurna 

sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.Pengawasan memiliki 

peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, 

mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja 

teratur tertib, terarah atau tidak. Meskipun planning, organizing, 

actuating tersebut baik namun pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan 

terarah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Kontrol 

mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada 

sasarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Herujito, 

2001). 

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang 

harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu 

selaras dengan standard (ukuran) dengan proses pengawasan sebagai 

berikut:  

1) Determining the standard of basis for control (menentukan 

standard atau dasar bagi pengawasan) 

2) Measuring the performance (ukuran pelaksanaan) 

3) Comparing performance with the standard and ascerting the 

difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan 

temukan jika ada perbedaan) 
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4) Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki 

penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat) (Herujito, 

2001) 

 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun sebelumnya. Dalam arti apakah pengawasan membandingkan 

antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan 

koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana 

yang telah disusun (Herujito, 2001). 

 

2.2 Pengertian Evaluasi 

 Menurut Bryan, caroline (1987) evaluasi merupakan upaya untuk 

mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga 

mengapa hal itu terjadi, sederhananya evaluasi adalah mengumpulkan informasi 

tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan 

Shertzer dan Stone (Sholahudin, 2013) berpendapat bahwa evaluasi diartikan 

sebagai proses menentukan kesesuaian pada produk, tujuan, prosedur, program, 

pendekatan dan fungsi. Selanjutnya pendapat William N. Dunn  (Zulkarnaen, 

Fitriani, Sadarman, et al., 2020) istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran 

(apprasial), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. 

Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hal yang sama menurut Taliziduhu 

(Istianda dan Zastrawati, 2021) berpendapat evaluasi merupakan proses 

pembandingan antara standar dengan fakta dan analisis terhadap hasilnya. 

 Berikutntya dikemukakan oleh Adi Nugroho (Saleh, 2019) evaluasi 

merupakan suatu proses menjamin bahwa tujuan-tujuan manajemen telah 

tercapai atau belum dengan demikian suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan suatu kerja yang dilakukan sebelumnya, tanpa adanya proses 
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evaluasi maka suatu pekerjaan akan berakhir tanpa ada hasil yang 

berarti.Evaluasi sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk 

mengetahui efektivitas dan efesiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan 

mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukurajn yang dapat 

diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu 

perencanaan (Martin dan Firman, 2010). 

 

2.2.1 Fungsi Evaluasi  

Evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting sebagaimana (Zulkarnaen, 

Fitriani, Sadarman, et al., 2020) yaitu sebagai berikut: 

a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan 

kegiatan yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

telah dicapai dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian 

suatu tujuan, sasaran dan target tertentu. 

b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik, evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilau yang mendasari 

tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan 

mengoperasikan tujuan dan target. 

c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk 

perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak 

memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan 

kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. 

Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian 

alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang 

berlaku dengam alternatif kebijakan yang lain. 

 

 

2.2.2 Jenis Evaluasi 

Adapun jenis evaluasi menurut Finterbusch dan Motz (Wibawa, 1994) yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan 

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti 

setiap variabel yang dijadikan kriteria program. 

2. Single program before-after, merupakan program pada waktu sebelum 

dan setelah program berlangsung. 

3. Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tetapi 

tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran 

bukan sasarannya 

4.Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga 

informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok 

sasaran. 

 

Evaluasi manajemen logistik pemilu dalam tesis ini hanya meliputi alat 

kelengkapan pemungutan suara dan dukungannya pada penyelenggaraan pemilu 

tahun 2019 di Kota Palembang. Berdasarkan definis-definisi diatas dalam tesis ini 

tinjauan pustaka di atas maka kerangka berfikir dalam tesis dapat disederhanakan 

dalam bagan sebagai berikut: 

Bagan kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi manajemen 

oleh George R. Terry 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Penggerakan 

4. Pengawasan 

 

Optimal       
 

Tidak optimal       
 

Logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota 

Palembang  
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2013)mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Sugiyono 

(2013)menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah 

disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, metode 

deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti. 

 Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam mengevaluasi manajemen 

logistik pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang masih terdapat kekurangan 

surat suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar dapil dan surat suara pemilu 

yang salah cetak pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan 

oleh KPU Kota Palembang dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dari 

George R. Terry yang meliputi: Perencanaan (planning), Pengorganisasian 

(organizing), Penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling).  

 

3.2 Fokus Penelitian 

 Penelitian kualitatif harus memperhatikan masalah dan fokus penelitian di 

mana fokus memberikan suatu batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data, sehingga penelitian akan terfokus untuk memahami 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) 

bahwa gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh/tidak dapat 

dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi 

sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif 
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memiliki masalah yang luas, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah oleh 

peneliti dengan membatasai satu atau lebih variable. Batasan masalah dalam 

penelitian kualitatif disebut fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat 

umum. Menurut Creswell (Tresiana, 2013)bahwa topik atau fokus merupakan 

“konsep utama” yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik atau fokus 

dapat saja muncul dari literatur atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasimanajemen logistik pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang 

masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar 

dapil dan surat suara pemilu yang salah cetak pada penyelenggaraan Pemilu 

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang dengan menggunakan 

fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi: Perencanaan 

(planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating) dan 

pengawasan (controlling) 

 

3.3 Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian 

atau dari siapa dan dimana data penelitian itu (Muharto. S, 2016). Menurut Miles 

dan Huberman (Silalahi, 2012)menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan 

sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Berikutnya sumber 

primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku 

yang disebut first hand information, sedangkan data sekunder merupakan data 

yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan(Silalahi, 2012). 

  Mengenai sumber data penelitian ini, peneliti mengkategorikan ke dalam dua 

sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer 

Data primer merupakan data dari sumber langsung dari informan dengan 

wawancara. 

2. Sumber data sekunder 
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Data sekunder penelitian ini yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari 

literatur atau dokumen-dokumen,jurnal, artikel, berita dan bahan informasi 

lainnya yang berkaitan dengan logistik pemilu pada penyelenggaraan pemilu 

Tahun 2019 di kota Palembang. 

 

Data-data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun data sekunder 

digunakan dalam menyusun deskripsi menyeluruh mengenai evaluasi 

manajemenlogistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang dilaksanakan 

oleh KPU Kota Palembang. Deskripsi ini menjadi landasan peneliti mengevaluasi 

fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan 

pengawasan (controlling) dalam logistik pemilu Tahun 2019 yang sesuai dengan 

asas-asas logistik pemilu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat 

peruntukan, tepat kualitas dan tepat sasaran. Pemilihan metode kualitatif 

digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi data dan mengembangkan 

penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian lainnya. 

 

3.4. Penentuan Informan 

 Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan tujuan agar mendapatkan informasi dengan tingkat validitas 

dan reabiltas yang tinggi, di mana peneliti menentukan informan yang memiliki 

kriteria tertentu guna menjawab permasalahan penelitian.Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono, 2013a)dengan kata lain pemilihan informan dilakukan dengan 

sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian(Sugiyono, 2013a). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 

informan kunci dan non kunci, Informan kunci merupakan orang-orang yang 

sangat memahami permasalahan yang tengah diteliti, sedangkan informan non 
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kunci yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti 

(Sugiarti.Andalas.E, E, Setiawan, 2020). 

  Informan kunci dalam penelitian ini adalah KetuaKPUKota Palembang, 

Anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan, pegawaiSekretariat KPU Kota 

Palembang,anggotaBawaslu Kota Palembang, pegawai sekretariat Bawaslu Kota 

Palembang,Informan non kunci adalahKetua Panitia Pemilihan Kecamatan Ilir 

Timur II, Ketua Panitia Pemungutan Suaradi Kecamatan Ilir Barat Iserta pemilih 

di TPS di Kecamatan Ilir Timur IIserta di Kecamatan Ilir Barat IKota 

Palembang. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

mendalam (defth interview) dengan informan untuk mendapatkan data primer 

berdasarkan pedoman wawancara dengan semi terstruktur. Peneliti 

menggunakan semi terstuktur untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya dengan demikian pelaksanaan wawancaranya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban 

antara peneliti dengan informan yang pada akhirnya memudahkan peneliti 

dalam menghimpun data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data 

dari wawancara dapat dilihat dalam tabel 4 (empat) yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4 : Teknik pengumpulan data dan Objek Penelitian 

 

Teknik pengumpulan Data Objek Penelitian 

Wawancara dengan Ketua KPU Kota 

Palembang, Anggota KPU Propinsi 

Sumatera Selatan, Pegawai sekretariat 

KPU Kota Palembang 

Implementasi manajemen logistik 

pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU 

Kota Palembang 

Wawancara dengan anggota Bawaslu Kota 

Palembang, Pegawai sekretariat Bawaslu 

Kota Palembang 

Ajudikasi pengawasan logistik Pemilu 

Tahun 2019 di Kota Palembang 

Wawancara dengan anggota PPK Ilir 

Timur II, anggota KPPS Kelurahan 

Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 

I Kota Palembang 

Implementasi manajemen logistik 

Pemilu Tahun 2019 di tingkat 

Kecamatan dan Kelurhan di Kota 

Palembang 

Wawancara dengan Pemilih di TPS 

Kelurahan Siring Agung, Kelurahan 

Srijaya, Kelurahan Sungai Buah, 

Kecamatan Ilir Timur II 

Pengguna hak pilih di tempat 

pemungutan suara di TPS pada 

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di 

Kota Palembang 

 

Sumber : Hasil Olahan, 2023 

 

 

2. Teknik Dokumentasi 

 Menurut Sugiyono (2013)bahwa teknik dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut dapat beruoa tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data 

dengan dokumentasi dengan kata lain adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa dokumen peraturan perundang-undangan yaitu antara 

lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

laporan kegiatan distribusi logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, 

artikel ilmiah, berita media online, foto dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian dan teknik dokumentasi ini yang digunakan untuk 

melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

 

 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau 

pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga 

alur yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik 

analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan. 
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Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Huberman 

dan Miles (Hartono, 2018)menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur 

aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan 

verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, abstraksi serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan 

atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara 

sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Penarikan 

kesimpulan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan 

pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018). 

 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

 MenurutEmzir (2011)bahwa teknik keabsahan data adalah merujuk pada 

kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian. Supaya dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu 

diperiksa terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

triangulasi yaitu menurut Sugiyono (2013)bahwa teknik triangulasi merupakan 

teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada jika penelitian 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. 

 SelanjutnyaSugiyono (2013)menyatakan triangulasi teknik, berarti 

menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam 

dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Dengan demikian peneliti meakukan pengumpulan berbagai 

data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan 

pengumpulan dari KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, Badan Ad 
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hock dan juga pemilih. Peneliti selanjutnya melakukan teknik triangulasi data 

sebagai langkah keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota 

Palembang sudah berjalan dengan baik. Perencanaan tersebut terdiri dari 

perencanaan penyimpanan logistik pemilu, perencanaan penerimaan 

logistik pemilu, perencanaan kegiatan penyortiran, pelipatan, pengesetan, 

pengepakan logistik pemilu dan perencanaan mekanisme distribusi logistik 

pemilu. Dari keseluruhan perencanaan tersebut di bagian perencanaan 

penyimpanan logistik pemilu tidak optimal dikarenakan KPU Kota 

Palembang tidak menyiapkan gudang logistik pemilu yang representatif 

yang dapat menampung keseluruhan logistik pemilu serta lokasi gudang 

tidak berada dalam satu kawasan. Sehingga menyulitkan mengelola logistik 

pemilu serta melakukan pengawasan. 

2. Pengorganisasian logistik Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Palembang 

sudah berjalan dengan baik di mana seluruh pegawai melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya sesuai job desk namun tidak optimal dikarenakan 

jumlah pegawai sekretariat KPU Kota Palembang yang terbatas dalam 

melaksanakan tugas pengelolaan logistik pemilu. 

3. Penggerakan logistik Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Palembang sudah 

berjalan baik sesuai dari perencanaan mulai dari pelaksanaan penyimpanan 

logistik pemilu, pelaksanaan penerimaan logistik pemilu, pelaksanaan 

kegiatan penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan hingga 

pelaksanaan mekanisme distribusi logistik pemilu namun tidak optimal 

dikarenakan masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara 

tertukar antar dapil dan surat suara salah cetak sehingga dilaksanakannya 

pemungutan suara lanjutan di di sejumlah TPS. 
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4. Pengawasan logistik Pemilu Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik mulai 

dari pengawasan internal dari KPU Kota Palembang maupun pengawasan 

eksternal dari Bawaslu Kota Palembang namun tidak optimal dikarenakan 

keterbatasan jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terutama   di 

bagian penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan logistik Pemilu 

Tahun 2019. 

 

5.2 Saran 

Peneliti menyarankan hal-hal yaitu sebagai berikut: 

1. KPU Kota Palembang sebaiknya berkoordinasi dengan pihak pemerintah 

maupun melakukan kerja sama dengan pihak BUMN/Swasta untuk 

penyediaan gudang logistik pemilu yang representatif serta memenuhi 

standar yang dapat menampung seluruh logistik pemilu dan gudang 

teresebut berada di satu kawasan supaya memudahkan pengelolaan logistik 

pemilu maupun pengawasannya. 

2. KPU Kota Palembang seyogyanya lebih selektif lagi dalam 

memperkerjakan petugas sortir, pelipatan dan pengepakan logistik pemilu 

yang memenuhi kualifikasi dan KPU Kota Palembang dapat merekrut 

petugas sortir, pelipatan dan pengepakan logistik pemilu dari kalangan 

mahasiswa dengan menjalin kerja sama dari beberapa pihak perguruan 

tinggi yang berada di Kota Palembang sebagai bentuk partisipasi dalam 

penyelenggaraan pemilu. 

3. KPU Kota Palembang sebaiknya mengusulkan penambahan pegawai 

sekretariat KPU Kota Palembang yang dapat memenuhi bidang pengelolaan 

logistik pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU RI,  mengingat Kota 

Palembang memiliki jumlah pemilih terbesar di Propinsi Sumatera Selatan 

dengan ribuan TPS yang tentunya pengelolaan logistik pemilu memerlukan 

sumber daya manusia yang menguasai teknis dan kompetensi pengelolaan 

logistik pemilu. 

4. KPU Kota Palembang seyogyanya dalam tahap pengawasan dapat 

menambah pengawas secara rasional dengan pekerja yang melaksanakan 

kegiatan sortir, pelipatan dan pengepakan. Pekerja tersebut sebelum 
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melakukan pekerjaannya dapat diberikan pelatihan khusus teknis 

pengelolaan logistik pemilu. 

5. Peneliti sadar masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini, dari 

segi waktu, pengumpulan datadan lain sebagainya sehingga dalam 

penelitian selanjutnya peneliti lainnya dapat lebih memperdalam kajian 

penelitian ini. 
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